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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta
ikatan jual beli dengan obyek tanah kas desa, serta mengenai bentuk tanggungjawab
notaris jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan akta
ikatan jual beli tanah kas desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan
pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Langkah penelitian tesis ini adalah pertama-tama peneliti
menetapkan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan, menganalisis dan
menginterprestasikan bahan-bahan hukum untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dan
hasil argumentasi yang dibangun guna memberikan jawaban atas isu hukum yang
diteliti.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Notaris tidak berwenang membuat
akta ikatan jual beli dengan obyek tanah kas desa, substansi obyek tanah kas desa
yang merupakan tanah negara tidak dapat dilakukan peralihan hak kepemilikan
dengan pengikatan jual beli. Pengalihan hak atas tanah kas desa dilakukan dengan
pelepasan hak yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Lalu mengenai
tanggungjawab notaris jika dapat dibuktikan melakukan penyalahgunaan wewenang
terhadap pembuatan akta serta terdapat mens rea (niat jahat) yang timbul dari notaris
tersebut maka tanggungjawab ada pada notaris yang bersangkutan di luar Undang-
Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian notaris menanggung tanggungjawab
secara pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas
perbuatan melampaui wewenang dalam pembuatan akta ikatan jual beli dengan obyek
tanah kas desa.

Saran pada penelitian ini yaitu sebagai Notaris/PPAT perlu menerapkan dan
mengingat pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatannya.
Ketelitian dan kecermatan dalam menghadapi klien sangat diperlukan agar notaris
dapat terhindar dari klien yang mempunyai itikad buruk, dan dalam menjalankan
tugas jabatan seorang notaris perlu memperhatikan ketentuan dalam membuat akta
yang terdapat pada UUJN ataupun peraturan perundang-undangan yang lain, pada
Pasal 16 UUJN huruf e dijelaskan notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak, dan Pasal 17
Ayat 1 huruf i dijelaskan notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang
bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat
mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Kata Kunci : Tanggungjawab Notaris, Penyalahgunaan Wewenang, Akta lkatan Jual
beli,dan Tanah Kas Desa.



ABSTRACT

This study analyzes the authority of a notary public in making a deed of sale
and purchase with the object of village-owned land, as well as the form of a notary's
responsibility if she or he is proven to abuse the authority in making a deed of sale
and purchase of village-owned land. This study uses a normative legal research
method with a legislative approach, a conceptual approach and a case approach.
Legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The
step of this thesis research is first the researcher sets legal issues, that determines the
relevant legal rules, analyzes and interprets legal materials to draw conclusions and
the results of the arguments constructed to provide answers to the legal issues under
investigation.

The conclusion of the results of this study is that the notary is not authorized to
make a deed of sale and purchase with the object of village-owned land since it is
owned by the state, thus the ownership cannot be transferred via the contract. The
transfer of rights to the land is not made in the form of a binding sale and purchase
contract but is carried out by releasing the rights used for the public interest. Then
regarding the responsibility of the notary if she or he can be proven to abuse the
authority to make the deed and there are mens rea arising from the notary then the
responsibility is on the notary concerned outside the Notary Position Act. Thus the
notary is responsible for criminal responsibility for misuse of authority in accordance
with the provisions of the prevailing laws.

Suggestions in this study that as a Notary / PPAT need to apply and remember
the importance of the precautionary principle in carrying out their duties. Accuracy
in dealing with clients is necessary so that the notary can avoid clients who have bad
faith, and in carrying out the duties of a notary's office must take into account the
provisions in making the Act contained in the UUJN or other laws and regulations, in
Article 16 UUJN letter e described notary not obliged to provide services in
accordance with the provisions of this Law, unless there is a reason to reject, and
Article 17 Paragraph 1 letter i described by notary is prohibited to perform any other
work contrary to the norms of religion, morality or profession that may affect the
honor and dignity of the position of the Notary.

Keywords : Responsibility of Notary, Abuse of Authority, Deed of Sale, and Purchase
Agreement of Village Cash Land
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BAB IV
PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
1. Notaris tidak berwenang membuat akta ikatan jual beli dengan obyek tanah kas desa,
substansi obyek tanah kas desa yang merupakan tanah negara tidak dapat dilakukan
peralihan hak kepemilikan dengan pengikatan jual beli. Pengalihan hak atas tanah kas
desa dilakukan dengan pelepasan hak yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
2. Tanggungjawab notaris jika dapat dibuktikan melakukan penyalahgunaan wewenang
terhadap pembuatan akta serta terdapat mens rea (niat jahat) yang timbul dari notaris
tersebut maka tanggungjawab ada pada notaris yang bersangkutan di luar Undang-
Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian notaris menanggung tanggungjawab
secara pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas
perbuatan melampaui wewenang dalam pembuatan akta ikatan jual beli dengan
obyek tanah kas desa.
4.2 SARAN
1. Sebagai Notaris/PPAT perlu menerapkan dan mengingat pentingnya prinsip kehati-
hatian dalam menjalankan tugas jabatannya. Ketelitian dan kecermatan dalam
menghadapi klien sangat diperlukan agar notaris dapat terhindar dari klien yang

mempunyai itikad buruk.

2. Dalam menjalankan tugas jabatan seorang notaris perlu memperhatikan ketentuan
dalam membuat akta yang terdapat pada UUJN ataupun peraturan perundang-

undangan yang lain, pada Pasal 16 UUJN huruf e dijelaskan notaris wajib



memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali
ada alasan untuk menolak, dan Pasal 17 Ayat 1 huruf i dijelaskan notaris dilarang
melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau

kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
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